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MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi.”
( Terjemahan Surat Al-Imron Ayat 139)

“Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang
yang mempunyai ilmu.”
( Terjemahan Surat Al-fathiir Ayat 28)

“Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizalimi lalu beristigfar
maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang
meperoleh hidayah.”
(HR. Al - Bahagi )
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pgjak mendapatkan amanat negara untuk menghimpun
penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berbaga jenis pagak, Undang-
Undang, peraturan pendukung, sumber daya, dan sistem telah dibuat serta
disigpkan untuk melaksanakan amanat dari Direktorat Jenderal Pajak. Namun, di
dalam proses penarikan pajak selalu menemui kesulitan untuk menghimpun hasil
akhirnya. Pgak merupakan masalah yang rumit dan sulit dipecahkan karena
memerlukan korelasi yang signifikan antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara,
karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut
kewgjiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan
kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu
meningkatkan kesgahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu,
pgak sangat memerlukan adanya mekanisme perpgakan yang baik untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Paak (WP). Pajak dikelompokkan menjadi dua
bagian yaitu Pgjak Negara dan Pgjak Daerah, kemudian pajak daerah dibagi
menjadi dua bagian yakni Pajak Provins dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak
negara pelaksanaan pungutannya dilakukan oleh pusat, berbeda dengan paak
daerah yang pungutannya dilakukan oleh daerah (provins dan kabupaten atau
kota).

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang
berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pgak reklame
diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan
daerah. Akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan
penerimaan dari pajak reklame seperti kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan reklame / merek usaha. Oleh
karena itu perlu diadakan upaya dalam melakukan kearah perbaikan dan
peningkatan pelayanan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah
lebih mensosialisasikan pentingnya Pajak Reklame kepada masyarakat tentang
pentingnya paak daerah khususnya reklame guna kepentingan umum atau
pembangunan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang No0.34 Tahun 2000 tentang perubahan
UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
ditegaskan bahwa pajak reklame adalah salah satu bagian dari pajak daerah yang
objeknya setigp tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kota Jember
sebagal pusat perdagangan, perkantoran, dan pendidikan, memiliki potens yang
sangat besar untuk dijadikan lokas atau tempat yang strategis untuk
memperkenalkan, mempublikasikan, atau menganjurkan suatu produk barang,
jasa atau hal-hal lainnya, baik untuk tujuan komersil maupun nonkomersil. Oleh
karenaitu, pajak reklame merupakan salah satu pajak potensial yang dikelola oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kota Jember.

Berdasarkan uraian di atas maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi
judul “PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan

1 Sebagai syarat kelulusan untuk mengambil gelar Ahli Madya.

2 Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai prosedur
penerimaan paak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember.

3 Dengan PKN mahasiswa akan mendapat pengetahuan terutama
mengenai struktur organisasi dan sistem di perusahaan.

4 Memantapkan pengetahuan dan keterampilan dan menjadikan
momen PKN sebagai bekal untuk mempersiapkan diri guna tujuan
kemasyarakat.
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1.2.2 Manfaat
1. Bagi Mahasiswa
a. Memberikan ketrampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan
program-program perkembangan perusahaan.
b. Lebih mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pgjak reklame
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

c. Sebagai sarana untuk memperkenalkan pentingnya membayar

paj ak.

2. Bagi Universitas Jember
a. Merupakan sarana guna menjembatani antara lembaga pendidikan
Universitas Jember dan perusahaan atau instansi untuk kerja sama
lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
b. Sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Praktek Kerja
Nyata.

3. Bagi Instans yang Bersangkutan
a. Merupakan sarana guna menjembatani antara perusahaan atau
instans dan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk kerja
sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non
akademis.
b. Memperluas jaringan kerja sama dan memperkenalkan kepada

masyarat tentang pentingnya membayar pajak.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata
Obyek pelaksanaan praktek kerja nyata ini dilaksanakan di Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang berlokas di J. Jawano.72
Jember, Jawa Timur.
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1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari

yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2016, terhitung mulai

dari 1 Februari — 1 Maret 2016.

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) akan

menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan MingguKe-
I v

1 | Perkenadan dengan pembimbing Dinas Pendapatan | X
Daerah Kabupaten Jember beserta karyawan yang
bersangkutan.

2 | Ape pagi bersama para karyawan Dinas Pendapatan | X | X | X | X
Daerah Kabupaten Jember.

3 | Memperoleh penjelasan cara kerja dari pihak yang | X | X | X | X
ditunjuk sehubungan dengan judul yang diambil.

4 | Melaksanakan tugastugas yang diberikan Dinas| X | X [ X | X
Pendapatan Daerah Kabupaten jember

5 | Mengumpulkan data dan menyusun catatan penting untuk X | X | X
membuat konsep Laporan Kerja Nyata.

6 | Konsultasi dan penyusunan laporan X | X
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BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Perkembangan akuntansi sgadan dengan perkembangan dunia bisnis
saat ini yang semakin berkembang, ditengah-tengah perkembangan dunia
bisnis yang semakin hari semakin menuju era modernisasi. Para pengusaha
atau para wiraswasta akan selalu membandingkan jumlah harta yang dimiliki
saat usaha sudah berjalan secara periodik.

Adapun pengertian akuntansi itu sendiri menurut beberapa para ahli,
diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement no. 4 dalam
Harahap (2013:4): “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa.
Fungsinya adalah memberikan informas kuantitatif umumnya
dadam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang
dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan
ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif”.

b) Menurut Al Haryono Jusup (2011:4) menjelaskan bahwa
“Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisen dan

mengevaluas kegiatan-kegiatan suatu organisasi.”
2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi
yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selau
memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Menurut W. Gerald Cole dalam Mulyadi (2013:5) menyatakan “Prosedur
Akuntansi adalah suatu urut-urutan pekerjaan klerika (clerical), biasanya
melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk
menjamin adanya yang seragam terhadap transaksi-transaks perusahaan yang

sering terjadi”.
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2.3 Proses Akuntans

Proses akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut :

Bukti-Bukti Buku Buku Laporan
Pembukuan Jurnal Besar Keuangan
Buku
Pembantu

Gambar 2.1 Proses Akuntansi

Sumber : Baridwan (2011:48)
K eterangan gambar :

1. Bukti-bukti transaksi yang merupakan catatan pertama dari setiap
transaks dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku

jurnal.

2. Buku-buku jurnal sering disebut dengan buku catatan pertama,
merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-
transaks urut tanggal terjadinya (kronologis), sumber pencatatan
berasal dari bukti-bukti pembukuan. Apabila suatu transaksi yang
sama sering terjadi, biasanya dibuatkan buku jurna spesia yang
khusus digunakan untuk mencatat suatu transaksi tertentu seperti,
jurnal pembelian, penjualan, dan lain sebagainya.

3. Rekening-rekening dan buku besar, catatan yang ada dalam buku
jurnal akan dipindahkan dalam rekening-rekening dan buku besar,
catatan yang ada dalam buku jurnal akan dipindahkan dalam
rekening-rekening yang sesuai. Rekening-rekening ini disusun
menurut suatu susunan yang akan memudahkan penyusunan
laporan keuangan, kumpulan rekening-rekening itu disebut buku

besar.
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2.4 Perpajakan
2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupaan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-
undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa
secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk
menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesgiahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau

perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum.

Definiss pgak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam
(Mardiasmo, 2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definis di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

2.4.2 Fungs Pajak

Terdapat dua fungsi pokok pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber
keuangan negara) dan fungs regularend (mengatur) dalam Resmi
(2015:3), yaitu:

a) Fungs Budgetair (Sumber Keuangan Daerah)

Paak mempunyai fungs budgetair, artinya pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran balk rutin maupun pembangunan.
Sebagar sumber keuangan negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikass maupun

intensifikas pemungutan paak meaui penyempurnaan
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b)

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pgjak Penghasilan (PPh),

Pgjak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pgjak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM), Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-

lain.

Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu
di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak
sebagai fungsi pengatur adalah:

1. Pgak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan
pada saat terjadi transaks jua beli barang mewah. Semakin
mewah suatu barang maka tarif pgaknya semakin tinggi
sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan
paak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba
untuk mengkonsumsi barang mewah.

2. Tarif pgak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan
agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan
kontribus (membayar paak) yang tinggi pula, sehingga
terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif pgak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para
pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar

dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

4. Pgak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil

industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri
baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan
produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu
lingkungan atau menimbulkan polusi.
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5. Pembebasan pgjak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi.
Dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di
Indonesia.

6. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik
investor asing agar menanamkan modalnyadi Indonesia.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dissmpulkan bahwa

fungsi pokok pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara)
sebagal sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran  pemerintah dan fungs  regulerend
(mengatur) sebagal alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan

di bidang sosial dan ekonomi.
2.4.3 Syarat Pemungutan Pajak

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor
swasta ke sektor negara, maka agar pemungutannya tidak
menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang
dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat menurut
Mardiasmo (2013:2), yaitu:

a. Pemungutan Pgjak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan,
Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil
daam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak
secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan
masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan
memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada
Maelis Pertimbangan Pgak atas utang paak yang telah
ditetapkan.

b. Pengaturan Pgjak Harus Berdasarkan UU (Syarat Y uridis)

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak

dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan
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Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan paak yang dilakukan oleh negara yang
berdasarkan Undang-Undang harus dijamin kelancarannya.

2. Jaminan hukum bagi para Wgjib Pgjak untuk diperlakukan
secara umum.

3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para
Wajib Pajak.

c. Pemungutan Pgjak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat

Ekonomis)

Pemungutan pagjak harus diusahakan sedemikian rupa agar
tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi
perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pgak jangan sampai
merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat |gunya
usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan
menengah.

d. Pemungutan Pgjak Harus Efisien (Syarat Finansiil)

Syarat finansiil ini sgjalan dengan fungs budgetair, yaitu
bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang
akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara
Dengan demikian maka pemungutan pgak harus diusahakan
seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang
ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya
pemungutan sekecil-kecilnya.

e. Sistem Pemungutan Pgjak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pgak akan sangat menentukan
keberhasilan dalam pemungutan pgjak. Sistem yang sederhana
akan memudahkan Wajib Pgjak dalam menghitung beban pajak
yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif
bagi para Wagjib Pgjak untuk meningkatkan kesadaran dalam
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pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan paak
rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.
2.4.4 Pengelompokan Pajak
Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang
dibagi dalam beberapa pengel ompokan, yaitu:
1. Menurut golongannya, sebagal berikut:

a. Pgak langsung adalah pgjak yang harus ditanggung sendiri
oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan.
Contoh: Pagjak penghasilan.

b. Pgak tidak langsung adalah pgjak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya, sebagai berikut:

a. Pgak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar
pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri
wajib pajak.

Contoh: Pagjak penghasilan.

b. Pgak objektif adalah pajak yang hanya memperhatikan objek

tanpa memperhatikan wajib pajak.
Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya, sebagal berikut:

a Pgak pusat adadah paak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.

Contoh: Pgjak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak
pertambahan nilai, pgak penjuaan barang mewah, dan bea
materai.

b. Pagak daerah adalah pgjak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah
daerah. Pgjak daerah terdiri atas:
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1. Pgak provinsi, contoh: Pgjak kendaraan bermotor, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, dan kendaraan
di atas air.

2. Pgjak kabupaten, contoh: pajak hotel, paak restoran,
pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam
dan batuan, pgak parker, pgak air tanah, pgak sarang
burung walet, paak bumi dan bangunan pedesaan dan
perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

dan pajak penerangan jalan.
2.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat di lakukan dalam 3 stelsel, stelsdl
inilah yang merupakan 3 garis besar yang harus di perhatikan dalam

tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7), yaitu:

1. Stelsel Pajak
a. Stelsel Nyata
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan
yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pagak
setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih
realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.
b. Stelsel Anggapan
Pengenaan pgak didasarkan pada suatu anggapan yang
diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan
tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.
c. Stelsel Campuran
Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awa tahun dihitung berdasarkan anggapan
dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya.
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2. Asas Pemungutan Pgjak
a  AsasDomislli
Negara berhak untuk mengenakan pgak atas seluruh
penghasilan wajib pajak di wilayahnya baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib
pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pagak atas penghasilan
yang bersumber di wilayahnya tanpa memeprhatikan tempat
tinggal wajib pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pagjak dihubungkan dengan kebangsaan
suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan
Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini
berlaku untuk wajib pajak luar negeri.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan
besarnya pgjak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
ada pada fiskus.
2. Wajib pgjak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan
pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Merupakan suatu sistem pemungutan paak yang
memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang.
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Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
ada padawajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pgjak yang terutang.
3. Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Merupakan suatu sistem pemungutan paak yang
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan
bukan wajib pgak yang bersangkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya paak yang
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib
pajak.
2.4.6 Timbul dan Hapusnya Utang Paj ak
Utang merupakan suatu ikatan yang terjadi karena perjanjian,
disatu pihak sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur.
Hukum pajak ditinjau dari hukum perikatan ini juga merupakan
ikatan yang timbulnya bukan karena suatu perjanjian tetapi karena
Undang-Undang atau karena hukum publik, yang pelunasannya
dapat dipaksakan. Pihak yang terlibat dalam utang pgak adalah
wajib pgak dan negara. Negara dapat memaksakan utang itu untuk
dibayar oleh wajib pgjak. Oleh karena itu pemungutan pajak yang
dilakukan oleh negara tidaklah sama dengan suatu perampokan
karena sudah berdasarkan Undang-Undang, dan pemungutan paak
telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat.
Menurut Mardiasmo (2013:8) ada 2 gjaran atau pendapat
mengenai saat timbulnya utang pajak, yaitu:
1. Ajaran Formil
Daam garan formil, utang pagak timbul dikarenakan
adanya ketetapan pajak dari pemerintah atau fiskus. Sehingga
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paak terutang pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
oleh pihak fiskus/pemerintah.
2. Ajaran Materil
Dalam gjaran materil, utang pajak timbul karena Undang-
Undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan
seseorang atau suatu pihak dikenakan paak, yaitu karena
perbuatan, keadaan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang
pajak.
Contoh perbuatan, keadaan dan peristiwa yang menyebabkan
utang paak adalah:
1. Perbuatan: mendirikan bangunan, melakukan kegiatan
impor/ekspor, berpergian ke luar negeri.
2. Keadaan: memiliki tanah/bumi dan bangunan, memperoleh
penghasilan, memiliki kendaraan bermotor.
3. Peristiwalkegjadian: mendapat hadiah undian.

2.4.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pgak dapat dikelompokan
menjadi dua, yaitu:
1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan membayar pajak, yang disebabkan oleh:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari
pajak.
Bentuk perlawanan tersebut adal ah:
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a Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar peraturan perpajakan.

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pagak dengan cara
melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain penggelapan
pajak.

248 Tarif Pajak

Tarif pagak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-
undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan
dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang
krusial dimana kesalahan perseps dalam penentuannya dapat merugikan
berbagai pihak termasuk negara. Dalam pemungutan pajak, terdapat
beberapa jenis tarif pajak yang dikenal, antaralain:

1. Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif pemungutan paak yang persentasenya
semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pgjak juga
semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif
dapat dibagi menjadi 3, yaitu:
a. Tarif Pgak Progresif Positif

Tarif paak progresif positif adalah tarif pemungutan pgjak dengan

persentase yang nailk dengan semakin besarnya jumlah yang

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase
untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
b. Tarif Pgak Progresif Proporsional

Tarif pgak progresif proporsiona adalah tarif pemungutan pajak

dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah

yang digunakan sebagal dasar pengenaan pajak, namun kenaikan
persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pgak Progresif Degresif
Tarif pgak progresif degresif adalah tarif pemungutan paak

dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah
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yang digunakan sebagal dasar pengenaan pajak, namun kenaikan
persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan
Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat
(2) huruf a
0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif :5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 tarif :15%
Di atas RP 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 tarif :25%
Di atas Rp 500.000.000,00 tarif :30%

Dengan demikian, tarif pgjak menurut pasal 17 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, pgak penghasilan wagjib paak orang
pribadi dalam negeri tersebut termasuk tarif progresif degresif.
2. Tarif Degresif
Tarif Degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif
adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila
jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun,
tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak
yang terutang juga semakin kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi
lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya

juga semakin besar.

Pgjak yang terutang
Rp 10.000.000,00 x 15%= Rp 1.500.000,00
Rp 25.000.000,00 x 13%-= Rp 3.250.000,00
Rp 50.000.000,00 x 11%-= Rp 5.500.000,00
Rp 60.000.000,00 x 10%= Rp 6.000.000,00
Jumlah pajak terutang Rp 16.250.000,00

3. Tarif Proporsiona
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Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh nalk turunnya dasar
objek yang dikenakan pagak, karena tarifnya telah berlaku secara
sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pagak yang
menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang
dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan paak, akan semakin besar pula jumlah pgak terutang
(yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun
2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional
sebesar 10%.

Pgjak yang terutang

a. Rp 15.000.000,00 x 10%= Rp 1.500.000,00

b. Rp 25.000.000,00 x 10%-= Rp 2.500.000,00

c. Rp 40.000.000,00 x 10%= Rp 4.000.000,00

d. Rp 60.000.000,00 x 10%= Rp 6.000.000,00

. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap
tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan paak.
Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
(BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan
adalah Bea Materai dengan nilai nominal sebesar Rp 3.000,00 dan Rp
6.000,00.

. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah suatu tariff dengan persentase tertentu yang
dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Contoh PT XZY mengimpor barang jenis “A” sebanyak 1500 unit
dengan harga per unit Rp 100.000,00. Jikatariff Bea Masuk atas Impor
Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar
adalah:

Nilai Barang Impor=1500xRp 100.000,00=Rp 150.000.000,00

Tarif Bea Masuk 20%, maka
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Bea Masuk yang harus dibayar= 20%xRp 150.000.000,00=Rp
30.000.000,00.

. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis
barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Misalnya PT ABC mengimpor barang jenis “Z” sebanyak 1500 unit
dengan harga per unit Rp 100.000,00. Jika tarif Bea Masuk atas impor
barang Rp 10.000,00 per unit, maka besarnya Bea Masuk yang harus
dibayar adalah:

Jumlah Barang Impor= 1500 unit

Tarif Bea Masuk= Rp 10.000,00

Bea Masuk yang harus dibayar= Rp10.000,00x1500=Rp 15.000.000,00

. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan
dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wgjib
Pajak.
Contoh: Tuan Andi mempunyal penghasilan kena pagjak selama tahun
2008 sebesar Rp 750.000.000,00. Hitung besarnya pajak yang harus
dibayar!
a. Dengan Tarif Progresif menurut UU No. 17 Tahun 2000

5%xRp 25.000.000,00=Rp 1.250.000,00

10%xRp 25.000.000,00=Rp 2.500.000,00

15%xRp 50.000.000,00=Rp 7.500.000,00

25%xRp 100.000.000,00=Rp 25.000.000,00

35%xRp 550.000.000,00=Rp 192.500.000,00

Jumlah pajak terutang Rp 228.750.000,00
b. Dengan Tarif Efektif

Rp 228.750.000,00x100%=30,5%

Rp 750.000.000,00
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Jika tarif efektif 30,5% tersebut dikalikan penghasilan kena pajak,
maka akan dihasilkan jumlah pajak yang sama jika digunakan tarif

progresif dalam perhitungannya.

25 Pajak Daerah
Pgak daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagal
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.
32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah).

Pgjak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pgak Proving, terdiri dari:
Pgjak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas
Air
Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan
Pajak Rokok

2. Pgak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Reklame
Pajak Hiburan
Pgjak Penerangan Jalan
Pgjak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pagjak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan
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2.6 Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah benda, aat, atau perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersia, memperkenakan,
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,
dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

2.6.1 Macam-macam Pajak Reklame
Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 3
tahun 2011 dan peraturan bupati homor 28 tahun 2011, disebutkan
macam-macam reklame sebagai berkut:

a. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap
(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate,
collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau
beton, logam atau bahan lain yang sgjenis dipasang pada tempat
yang disediakan (berdiri sendiri), atau digantung ata ditempel
(mural) atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang,
dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

b. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa
gambar dan tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
menggunakan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya vidiotron dan
electronic display.

c. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau
bahan lain yang dipasang pada konstruksi yang tidak permanen
dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan
bersifat isidentil.

d. Reklame Kain adalah yang tujuan materinya jangka pendek atau
mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat isidentil
dengan menggunakan bahan kain termasuk plastic atau bahan lain

yang sgenis termasuk didalamnya spanduk, umbul-umbul,
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bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant
banner, dan standing banner.

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan,
dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau
dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,
dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain termasuk
didalamnya brosur, |eafleat, dan reklame dalam undangan.

. Reklame Berjaan adalah reklame yang ditempatkan pada
kendaraan atau benda yang dapat bergerak yang diselenggarakan
dengan menggunakan  kendaraan atau dengan cara
dibawa/didorong/ditarik olen orang. Termasuk didalamnya
reklame gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun
tidak.

. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara
dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau dat lain
yang sgjenis.

Rekalme Apung adalah reklame isidentil yang diselenggarakan
dipermukaan air atau diatas permukaan air.

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan atau dari perantaraan alat.

. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan
dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film,
ataupun bahan-bahan lain yang sgenis sebagai aat untuk
diproyeksikan danatau dipancarkan.

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan
cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertal suara.
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m. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan

dengan luas bidang 8m?2 (delapan meter persegi) kebawah yang
diselenggarakan dieprsil atau reklame berjalan.

Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan
dengan luas bidang lebih dari 8m? kebawah yang diselenggarakan
dilokas persil atau reklame megatron dan reklame papan yang
diselenggarakan dilokasi bukan persil.

Reklame Isidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan,
reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara,
reklame apung, dan reklame suara.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Reklame
Dasar hukum pajak reklame Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
sebagai berikut:

1

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang
pajak reklame.
Surat Keputusan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang petunjuk

pel aksanaan.

2.6.3 Objek Pajak dan Subjek Pajak Reklame

Objek dan Subjek Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

1
2.

Objek pajak reklame adalah semua penyel enggaraan reklame.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan reklame.

Wagjib pgak adaah orang pribadi atau badan yang

menyel enggarakan reklame.

Y ang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adal ah:

a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sgjenisnya.

b) Label/merk produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yag berfungsi untuk membedakan dari produk

jenislainnya.
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¢) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau
profesi tersebut.

d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten, perwakilan diplomatic,
perwakilan konsulat, perwakilan persatuan bangsa-bangsa
serta badan/lembaga yang bernaung dibawahnya.

e) Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama
tempa ibadah dan tempat panti asuhan.

f) Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan social, partai
politik dan organisasi kemasyarakatan.

2.6.4 Dasar Pengenaan Tarif Pajak

Tarif pengenaan pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dijelaskan sebagal berikut:

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame

2. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan penjumlahan nilau jual

objek pajak reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
2.6.5 Cara Menghitung Nilai Sewa Reklame

Untuk menghitung nilai sewa pajak reklame pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember sebagal berikut:

NILAI SEWA NILAI JUAL OBJEK NILAI STRATEGIS
REKLAME — PAJAK REKLAME + PENYELENGGARAAN
REKLAME

LOKASI
SUDUT PANDANG
+
KETINGGIAN

Gambar 2.2 Sumber: Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2011

LUAS BIDANG
REKLAME

KETINGGIAN
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BAB I11
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sgjarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perkembangan daerah Kabupaten Jember bermula sgjak tahun 1859 dimana
tanaman tembakau mulai dikenal. Setelah banyak berkembang pada tahun 1950
Kabupaten Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Jember. Sgjalan dengan Kabupaten Jember menjadi
Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana
Pemerintah Daerah Tingkat 11 Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas
Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat 11 Jember di
bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu :
a. Dinas Pendapatan Pgjak Daerah (DPPD)

b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)
c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesua dengan instrukss Menteri Dalam Negeri
(mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh
pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepaa dinas. Dalam
melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab
kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui
sekretaris Daerah.

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengena masa depan, berupa komitmen
murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama

oleh sdlurunh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember

38


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadikan Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember organisas yang efisien dan efektif dalam pengelolaan

pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat”

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka vis Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :
a) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
b) Menciptakan sistem dab prosedur administrasi perpajakan yang tertib.

c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan
daerah.

d) Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan
daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.3 Kehijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
a) Melaksanakan sosisdlisas tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik
secara langsung maupun tidak langsung;

b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c) Meaksanakan pemutakhiran database Objek / SubjekPajak Daerah;

d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pgjak Daerah;

€e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;

f) Meéeaksanakan pengendalian dan penertiban Pgjak Daerah / Retribusi Daerah;
g) Meaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pgjak Daerah;

h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan
teknis tentang Perpajakan Daerah;
i) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpgjakan Daerah dan Retribusi Daerah

secaraon-line;
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j) Meéeaksanakan pelayanan pembayaran Pgjak secaralangsung ke masyarakat
(polling);

k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah
/| Peraturan Bupati dan regulas lainnya tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah.

3.3 Struktur Organisas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan
operasional untuk mencapal tujuan. Struktur organisas menggambarkan dengan
jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan
bagai mana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang
baik harus menjelaskan hubungan wewenang siagpa dan melapor kepada siapa.
Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:
a. Adanyaspesidisas kegiatan kerja;
b. Adanyastandarisasi kegiatan kerja;
c. Adanyakoordinas kegiatan kerja;
d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah
(DIPENDA) Kebupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini

disgikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing — masing bagian.
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Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Kelompok Jabatan

Functional

KepaaDinas

Subbag. Subbag.

Perencana Umum &

an Kepegawaian

Kabid. Pendataan &

Penyuluhan

Seksi Pendataan
& Pendaftaran

Seksi Pelayanan
& Penyuluhan

Kabid. Penetapan &
Verifikas

Seks Verifikasi

[ oo Kabid. Pembukuan &

Pengendalian

Seksi Seksi Pembukuan

Operasional & Pelaporan

Seksi Keberatan Seksi

& Pengurangan

Pengendalian &

Penertiban

Gambar 3.1 Sumber: Dipenda Kabupaten Jember
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3.4 Tugas Pokok dan Fungs Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1. Kepala Dinas
Mempunya tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

2. Sekretariat

a) Tugas. Melaksanakan koordinasi surat menyurat,kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga,hubungan
masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan
program, pelaporan dan tugas lainyang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi:

1) Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan
Bidang-bidang;

2) Menyiapkan bahan daam rangka penyusunan anggaran  dan
pertanggungjawaban keuangan;

3) Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

4) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai
dan inventarisas ;

5) Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan;

6) Menyiapkan datainformasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;

7) Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua
unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;

8) Mencatat penerimaan dan pengel uaran benda-benda berharga;

9) Pelaporan redlisasi.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas. Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan
penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas
lain yang diberikan oleh sekertaris
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Fungsi:

Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan
urusan rumah tangga dan protokol;

Penyusunan rencana kebutuhgan barang inventaris dan benda berharga;
Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang
inventaris dan benda berharga lainnya;

Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang
inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan
kode barang;

Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang
inventaris dan benda berharga lainnya;

Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi
barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;

Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara
periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan
barang;

Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data
kepegawaian, buku induk pegawal, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala,
pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;

Penyusunan formasi pegawai, penyigpan bahan dalam usaha peningkatan
disiplin, kesgahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas

4. Sub Bagian Perencanaan dan Program

a)

b)
1)

2)
3)

Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran,
laporan,dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Fungsi:
Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik

anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
Perencanaan terhadap pendapatan daerah;
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Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan
Pendapatan Adli Daerah, Bagi Hasil Pgjak dan Bukan Pgjak;

Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas,

Analisa, evaluas dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai
bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Sub Bagian Keuangan

a)

b)
1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

Tugas. Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan
oleh sekretaris.

Fungsi:

Pengel olaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak
langsung;

Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisas anggaran
pendapatan dan belanja Dinas;

Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

Pel aksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta
biaya-biayalain sebagai pengeluaran Dinas;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;,

Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
ke Kas Dagerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

6. Pembinaan Administras Keuangan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

a)

UPTD mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional
dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang
mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan,
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melaksanakan tugas pembantuanberdasarkan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan dan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mel aksanakan sebagian tugas
teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

a)

b)
1)

2)

3)

Tugas. Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan
pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyususn materi dan
metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan
lainnya dan mel aksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi:

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah (Retribus Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribus Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribus Tempat Rekreasi dan Olah
Raga);

Pembuatan daftar Wajib Pgak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribus Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villa dan Retribusi Tempat Rekreas dan Olah Raga), menyimpan surat
perpajakan dan retribusi daerah;

Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta
petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari:

a)Seks Pelayanan

1)

2)

Tugas. Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan
dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan
Penyuluhan.

Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan
pendaftaran Obyek dan Wgjib Pgjak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran
Wajib Pgak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wgjib Pgjak
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setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan
penetapan Nomor Pokok Wagjib Pgjak Daerah (NPWPD), Penyampaian
Nomor Pokok Wajib Pgjak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pgjak Daerah,
Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pgjak Daerah (NPWPD).
b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
1) Tugas:. Mempunya tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan
pengolahan data, penyagjian informas perpgakan, perekaman dokumen
perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpaakan, pengalokasian Pgjak Bumi
dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan
dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan
I-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. pendataan Wajib Pgak
Daerah dan Wagjib Retribus Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepaa Bidang
Pendataan dan Penyuluhan.
2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah di lapangan/ lokas dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta
penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pagjak
Daerah dan Wagjib Retribuss Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir
pendaftaran Wgjib Pgak Daerah dan Retribus Daerah yang belum diterima
kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wagjib Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
penetapan Nomor Wajib Pgak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan
dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan, penerbitan
perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pel aksanaan tugas.
c) Seksi Penyuluhan
1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisas tentang pendapatan daerah
serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepaa
Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
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2) Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi

dan metode penyuluhan tentang Pgak Daerah dan Retribus Daerah serta
pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan  penyulihan,
Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember,
menyusun |aporan pel aksanaan tugas sebagal bahan pertanggung jawaban.

8. Bidang Penetapan dan Verifikas (Bidang 2)

a)

b)

Tugas. melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikas
jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribus Pemakaian Kekayaan
Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

Fungsi: Pelaksanaan verifikas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribus
Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pgak Daerah dan Retribuss Daerah
(Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan
dokumen yang berkaitan dengan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikas terdiri dari:

a) Seks Perhitungan

1)

2)

Tugas. melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisas
jumlah Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribus Pemakaian Kekayaan
Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan
Verifikasi.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi
meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pagak Daerah dan Retribus
Daerah, Pelaksanaan sosialisas tata cara perhitungan Pgak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan kembali Pgjak Daerah terhutang

atas permohonan Wajib Pgjak, Pelaksanaan monitoring dan evaluas hasil
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perhitungan Pgak Daerah, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagal
bahan pertanggung jawaban.

b) Seksi Penetapan dan Legalisasi

1)

2)

Tugas. Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisas
jumlah Pagjak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan
Verifikasi.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetgpan dan Legaisas
mempunyai fungsi meliputi, Penyigpan bahan penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketatapan Pgjak Daerah dan
Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan
Pgak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan
retribus daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat ijin
angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan
SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai
sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,legalisas terhadap
objek Pgak Daerah dan Retribus Daerah; dan penyusunan laporan
pel aksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi

1)

2)

Tugas. Melaksanakan verifikasi jumlah Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seks Verifikas mempunyai fungsi
meliputi, Melakukan verifikas administrasi, balk dalam rangka pengajuan
maupun petetapan Obyek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan
lokas /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, balk dalam rangka validas guna peningkatan

pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan
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penghapusan/ pembebasan/ atas materi penetapan Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah, Inventarisass dan pemeriksaan setigp penerbitan Surat Ketetapan
Pgjak Daerah dan Retribus Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkgian atas realisas
penerimaan Pgak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya
berikut permasalahannya, Penyusuanan laporan pelaksanaan tugas sebagai
bahan pertanggung jawaban.

9. Bidang Penagihan dan K eberatan (Bidang 3)

a)

b)

Tugas. Melaksankan operasiona penagihan dalam rangka intensifikasi dan
ekstensifikasi penerimaan Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/
Villadan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah
lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan
mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pgjak Daerah
dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan
Bagi Hasll Pgjak / Bukan Pagjak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,
Pelaksanaan kegiatan intensifikass dan ekstensifikass dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil
Pajak/ Bukan Pgjak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Y ang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
a) Seks Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pgjak/Bukan Pgjak

1)

2)

Tugas. Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun,
mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pagjak dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan K eberatan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan
hasil pajak / bukan Pgak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana
program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan
penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2
yang telah melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan
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BPHTB kurang bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan
BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang
bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan
evaluas hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan
kegiatan operasiona penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan
BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan
Bagi Hasil Pgak/ Bukan Pagjak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat,
Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan
serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pgjak/ Bukan Pgjak, Pelaksanaan
rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
dengan Pemerintah Provins dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan
surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pgak/ Bukan
Pgak dan Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2,
BPHTB dan realisasi pencairan Bagi Hasil Pgjak/ Bukan Pajak.

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pgjak Daerah Lainnya

1) Tugas. Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang
berhubungan dengan operasional penagihan Retribus Daerah dan Pgjak
Daerah Lainnya, sertatugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan
dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan
Pgjak Daerah Lainnya mempunya fungsi meliputi. Penyusunan rencana
program dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pgjak Daerah Lainnya,
Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pgjak Daerah
Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan
Pajak Daerah Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribus Daerah dan Pgjak
Daerah Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu
jatuh tempo, Pelaksanaan kegiatan operasiona penagihan Retribusi Daerah dan
Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
penagihan Retribuss Daerah dan Pgak Daerah Lainnya, Pelaksanaan
penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan Pgjak Daerah Lainnya.
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c) Seksi Keberatan dan Angsuran

1)

2)

Tugas. Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang
berhubungan dengan operasiona penagihan Retribusi Daerah dan Pgak
Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penagihan dan K eberatan.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seks Keberatan dan Angsuran
Lainnya mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan
pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-
P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan
pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-
P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan
Restituss Pgjak Daerah, Retribus Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta

penerimaan lain-lain.

10. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)

a)

b)

Tugas. Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai
realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan
evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan
mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribus Tempat Rekreas dan Olah
Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten
yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan
Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungss meliputi, Pencatatan
mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau
penyetoran Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan
perkembangan pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinas
dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan

daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka
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pengendalian dan penertiban obyek Pgjak Daerah dan Retribus Daerah dan
Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap
penyelesaian sengketa pemungutan Pagjak Daerah dan Retribusi Daerah serta
penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga
dan Bala Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam
rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:
a) Seks Ektensifikasi Pendapatan

1)

2)

Tugas. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan redlisasi penerimaan
pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pembukuan dan Pengendalian.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan
mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan
kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pgjak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang
sah, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan
daerah.

b) Seksi Pengendalian dan Penertiban

1)

2)

Tugas. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluas, pengendalian,
penertiban terhadap subyek/ obyek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dan
melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana
Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban
mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluas dalam pelaksanaan
intensifikas dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pelaksanaan koordinas dengan instansi terkait dalam rangka
penindakan terhadap Wajib Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat
pembayaran sesual perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan
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instans terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan
Pgak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai

perundang-undangan.

c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

1)

2)

Tugas. Merlaksanakan koordinasi, monitoring, evauas, pengendalian,
penertiban terhadap subyek/ obyek Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah dan
melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana
Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seks Pembukuan dan Pelaporan
mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluas dalam pelaksanaan
intensifikasi dan ekstensifikas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pelaksanaan koordinas dengan instansi terkait dalam rangka
penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat
pembayaran sesual perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait
dengan kewajiban pembayaran Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.5 Personalia
3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

adal ah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember.
Hari Kerja Jam Kerja | stirahat
Senin §/d Kamis 07.00 - 15.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 07.00 - 15.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2016
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3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instans -
instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap
dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen
diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut
checklock. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para
pegawal Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berkaitan dengan judul laporan
mengenal Prosedur Penerimaan Pajak Reklame, maka bisa diambil kessmpulan
sebagal berikut:

1.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena
pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut
kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan
kelangsungan hidup negara. Kebutuhan tersebut mengarah pada satu
tujuan yaitu meningkatkan kesegjahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Pgjak Reklame adalah sebagal salah satu sumber pendapatan daerah yang
berperan penting bagi anggaran daerah dan belanja daerah, pajak reklame
diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi  kelangsungan
pembangunan daerah.
Penerimaan Pgjak Reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sudah baik dan mengikuti prosedur yang sudah
diarahkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan Aturan Pagjak yang Berlaku.
Dasar pengenaan tarif pajak adalah nilai sewa reklame, sewa reklame
dihitung berdasarkan penjumlahan nila jual objek pagjak reklame dan nilai
strategis penyelenggaraan reklame.
Dihitung dengan rumus: NJOP + Nilai Strategis x 25%

Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pgjak Reklame Isidentil
a. Seks penetapan dan verifikas (bidang 2)

WP mengisi SPTPD rangkap 3 yang diserahkan kepada (bidang 1,

bidang 2, bank), mencetak SKPD dan diserahkan kepada Bank Jatim,

kemudian WP melakukan pembayaran di Bank Jatim.

75
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Bagian Bank

Menerima SPTPD kemudian diarsip, menerbitkan SSPD rangkap 5
yang diserahkan ke (Bank, WP, Bidang 3, Bidang 4, Bendahara di
Bidang 2)

Bidang 1

Menerima SPTPD yang telah diverifikasi, menginput data kemudian
dicatat pada buku register.

Bidang 3

Menerima SSPD kemudian diarsip.

Bidang 4

Menerima SSPD kemudian diarsip.

6. Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Pgjak Reklame Tetap

a

Seksi pendataan dan pelayanan (Bidang 1)

WP mengisi SPTPD rangkap 3, diinput, diserahkan ke bidang 2
(bidang penetapan dan verifikasi), menerima SPTPD kemudian dicatat
pada buku register.

Seksi penetapan dan verifikas (Bidang 2)

Menerima SPTPD rangkap 3, memverifikas SPTPD, menyerahkan
SPTPD rangkap 3 kepada (bidang 1, bidang 2, dan untuk bank),
mencetak SKPD dan diserahkan kepada bank, kemudian WP
melakukan pembayaran di bank.

Bagian Bank

Menerima SPTPD kemudian diarsip, menerbitkan SSPD rangkap 5
yang diserahkan kepada bank, WP, bendahara, bidang 2, bidang 3
(penagihan dan operasional), dan bidang 4 (penertiban dan
pengendalian)

Seksi penagihan dan operasional

Menerima SSPD kemudian diarsip

Seksi pengendalian dan penertiban

Menerima SSPD kemudian diarsip
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Lampiran 2. Surat Keterangan PKN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/ /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 # 337112 JEMBER 68121

Nama : SUYANTO, SH

NIP ; 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol. ; Pembina Gol. IV/a

Jabatan ; Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO NAMA ! NIM PROGRAM STUDI
1. | Rizgia Cahya Parandhi 130803104027 D-III Akutansi
2. | Lazuardi Shidgon Fahmi ' 130803104065 | D-III Akutansi
3. | Firman Wahyunus ' 130803104073 D-III Akutansi

Telah selesai melaksanakan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal

01 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Jember, 2 Maret 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
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Lampiran 4. Lembar Peniaian Hasil PKN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

JL.Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 JEMBER

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA

FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

NO INDIKATOR PENILAIAN NILAI
ANGKA HURUF
1. | Kedisiplinan 80 Delapan puleh,
2. | Ketertiban 80 Delapan p.lr-h,
3. | Prestasi Kerja 3 j }
4. | Kesopanan E]
5. | Tanggung Jawab 83
IDENTITAS MAHASISWA :
Nama : Rizgia Cahya Parandhi
NIM : 130803104027
Program Studi : D3 - Akuntansi
IDENTITAS PEMBERI NILAI :
Nama : Dra, Fi,ACUS SUDARSONO, MM
Jabatan : ‘_BMDKI‘AN & PELATAY
/ g! A‘F
Institusi - 1 pﬁm\aerah Kabupaten Jember
{
Tanda Tangan dan !

Stempel Lembaga

PEDOMAN PENILAIAN

NO | ANGKA KRITERIA
1. |>80 Sangat Baik
2. |70-79 Baik

I 60-69 Cukup Baik
4.

50-59 Kurang Baik
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Lampiran 5. Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

SURAT PERMOHONAN IJIN
PENYELENGGARAAN REKLAME TETAP

SPTPD

( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah )

PAJAK REKLAME TETAP

No. Formulir e e R S SR Kepada
[ ] Permohonan Baru Yth. Kepala Dinas Pendapatan
[] Perpanjangan Kabupaten Jember
NPWPD Di -
NOPRD e e i e dATae JEMBER

Yang bertanda - tangan di bawah ini : [ ] Biro Reklame [ ] Pemilik Rekilame

Alamat Pemohon
Nama Perusahaan/Biro Reklame
Alamat Perusahaan/Biro Reklame

Mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan Reklame Terbatas dengan data-data sebagai berikut :
Lokasi Penyelenggaraan Reklame :

Kec. :

JE =

Jenis Reklame :

JUIMAR . i e DUER LDt / Lembar

Jenis Produk : ] Rokok [ INon Rokok
Letak Reklame []Dalam Ruangan [_JLuar Ruangan

BT V] o - N S s L | gL SR e S

Nama Pemohon ORI RRRS. U SRRSO . (RO [0 ] T

RaaiRalE e, e, TN L O s behinme s vussfilih oy ssramssove deshuaisnattuls NN sikhe s IOWARRRINRNT . « v omuesins s pxm ks 7 o mnon dab

G TIETETTRRE Ne N T NG R ST AT - N vt S

Waktu Penyelenggaraan selama 1 (satu) tahun, Mulai tanggal .............ccccoccceec. 8/d
B e o et SRS L RS M, R . S

KASI. PENETAPAN KASI. VERIFIKASI KASI|. PENDATAAN Jember ...........

NIP. NIP. NIP.

Pemohon
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Lampiran 6. Lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

W v bankiatu

S AR NEY

o iR e e S 1 R Tanggal ; F ..... '2 ..... c:’ O\Q .......
Jenis Rekening © O simpeda [ sidus O mabungan Haji O mbunganku Dulnnyu A - _:_ -
$03102341\  wen:  Daes _ Dwestooiocoo) =22
Narmo: J CUSTOMET 3. oL e oo smcoyes oo g s R s ey i e
Nama Pesmili Rekeniog ?_.7 BL o Y, (A3 \I{W T 1 Noe (o Warkat Jumlah Valas | kurs Jurnlah Huﬁaﬁ_-:_‘..
Berita / —
Namia Penyotor %} £ ﬂ%
A
Aamat Penyetor 9 Lo W ;i 3 y
Fi o b -
Infarmasi Pemyetor
- Emmm Tanda Pengenal . el
LR m"
*husus Setoran >Rp. 100.000 000, {ekulvalen] S
T PSS gy : :
?mww mm%:m.
3 Samoean han atviah dana SRS bot
a mwmmmu DO, (ekimvister) waph meryerahaan T_" . i
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Lampiran 7. Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

R SKPD
" e e i ( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )
Periode Pajak | 1502/2016 sd.  14/02/2017
JL. JAWA NO., 72 No. SKPD: 3041600381
3 Tanggal = 15/02/2016
| TELP. 0331337112 R il

P200030100001
Nama PT. AGSO GP
Alamat ¢ JL JOLOTUNDO NO. 51 SURABAYA Kec. LUAR KOTA
Jatuh Tempo Pembayaran : 24/02/2017 NIOP:  350972000604010067
i Tarif / Dasar
No. | Kode Rekening Pajak Terhutang
| Pengenaan ’
| 1. | 4110401166 | Reldame Billboard menempel Dinding / Mural 1.682.500,00 395.625,00
L] 250
Pengurangan 00
Kenaikan .00
Sanksi 00
Jumiah Ketetapan Pokok Pajak ( Pembulatan ) 395.625
Dengan Huruf Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rgiah
Informasi :
No. NOPRD Judul Lokasi DPPRD |
1 1047600087 CENTRO KERAMIK BATU ALAM ~JL TRUNOJOYO NO. 146 Kelask 1x2xTx4x1)Sdp1=8,00
JEMBER/TOKO LIMA TUNGGAL

PERHATIAN :

¥ Mppmmmwmmmmmmmm;
2 abila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari SKPD ini diterimeg djk
:gmiri:lms berupa bunga sebesar 2% per bulan. ok g

»
=
g

i

mulymo 10710?!)4 mma 2008
TANDA TERIMA No. SKPD: 3041600381
Jember, 15022016
NPWPD P200030100001 ¥ Yang Menerima,
Nama PT. AGSO GP
Alamat JL. JOLOTUNDO NO. 51 SURABAYA  Kec. LUAR KOTA
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Lampiran 8. Kartu Konsultasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

i FAKULTAS EKONOMI
d Jalan Kalimantan No. 37 — Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 ~ Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.oe.id Jember 68121 - Jawa Timur

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

' Nama . RI2ZQIA CAHY A PARANDH!
NIM © . 30§03104027
Program Studi ; : D3 - AKUNTANSI

Judul Laporan PKN Prosedur Penerimaon Paiak Reklame Pada Dinoc

Pﬁh&ﬂ@n{*m Dd@f‘“h kabUPq{—e’T__gL__h__ _____ o OO
D[- Agumq Budi C,thwc M.S1 Ak,

Dosen Pembimbing

TMT_Persetujuan L. a1 s/d
Perpanjangan
s/d .
I NO. 16 KONSULTAS! | AASALAN YANG DIKONSULTASIKAN
L |10 Jo3 | 2016 ?U‘?f*\,\“ a Juddl Laeran P
2 |(ofo3 /2016 ACC Judw\ \Lapron QK
3. 13 [o4/20lg | Wonsultesi Babo T s/d v
o |26 /04 f20lg | Revist Bao 4 dan Qagkar Pustake
5. |05 /0s(201 ACC Laperen PN
6.
17
! 1 - i " E— s
1 8_ :. - . : _—I 3"..
| Ty o i
__g' | " g
3 - I A0t i
4 {1 A A ‘
E i T i |
5 113... |
14. |
= | e |
Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:
Mengetahui, Jember, 05 Mar 2016
Ke am Sfudi 1)1::;31/]@1hm%1m;, ?V
Nin/m Ika Wahyuni,SE,M.Sc,Ak y Df"“‘“/iz/ﬁs ..... pn, IS

NIP. 19830624200604 2 001, NIP. 187809272 Co12 | oL
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